
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 149 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 39 
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 

E M NGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI AERAH 

Menimba ng 

Menging t 

DENGAN RAHMAT TUHA YANG MAHA ESA 

BUPATI ASIKMALAYA, 

a. bahwa berdasarka n Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 

Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemberian 
dan pemanfaatan I sentif pemungutan Pajak dan Retribusi 

'1 sana kan be dasarkan a sas kepatutan, kewajaran, dan 

rasionalitas dise uaikan dengan besarnya tanggu g jawab, 

han, s karak ristik dan kon 'si obje tif daerah; 

b . ahwa berda sarkan pertimb gan sebagaimana dimaksud 
d alam huruf a , perlu rnenetapkan Pera an Bupati 
Tasi alaya te tang Peru bah an Ketiga Peraturan 

Bup ti Tasikrnala a Nomor 3 9 ahun 2 17 tent g Tata Cara 

Pemberian an Pe anfa atan In sentif Pemungutan Pajak 

aer dan Re ribusi Da rah; 

1. Undang-Undang omor 14 Tahun 1950 tentang 
embentukan D erah-Daera h Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propin si Jawa Barat, seb gaimana telah iubah dengan 

Undang-Un ang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembe tu kan Daerah- aerah abupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 



2 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik In don esia Nomor 6757); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tah n 2019 tentang 
P n g lolaan Keuangan Daerah (Lem baran N gar Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambaha Lembaran 
Negara Republik In donesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 77 Tahu n 2020 
tentang Pedom an Teknis Pengelolaan Keuangan aerah; 
(Be rita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nom r 1781); 

6. Peraturan Daerah abupaten Tasikmalaya mor 2 Tahun 
2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah a upaten 
asikmalaya ahu 20 11 Nomor 2); 

turan Daer Kab paten Tasikma aya 0 or 5 Tahun 
20 g Retribusi J asa Umu L aran Daerah 
Kabupa e asikmalaya Ta hun 201 om or 

8. eraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor Tahun 
2011 te tang etribusi asa Usaha ( b an Daerah 
Kabupa te Tasikma1aya T u n 2 0 11 Nom r 9), seb gaimana 
te d iuba h dengan Pera t ran Daerah K bupaten 
Tasikm laya N m or 1 Ta hun 201 7 ten ang P bahan Atas 
Pera 'uran aerah Kabupaten Tas' alaya omor 9 Tahun 
20 1 t ntan g Retribusi Ja a Usaha (Lem b r n Daerah 
K bupaten Tasikmalay Tahun 20 17 Nomor 1); 

9. Peraturan Daerah Ka bupaten Ta ikma aya Nom r 10 Tahun 
2011 ten tang Retrib si Perijinan Tertentu Lem baran Daerah 
Kabupa en Ta sikmalaya Tahun 2011 Nomo 10); 

10. P raturan aerah Kabupaten Tasikma aya Nomor 5 Tahun 

2011 ten tang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten s ikmalaya Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana 
telah diubahn den gan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nom or 3 Tahun 2018 ten tang Perubahan a tas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 3); 

11. Peraturan Daerah Ka bupaten Ta s ikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 ten tang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
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Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 7), sebagaimana telah diu bah beberapakali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 

Tahun 2021 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan erangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupa ten Ta s ikma laya T un 2021 
Nomor 3); 

14. Per uran Bupa · Tasikmalaya Nomor 52 Tah 013 

tentang tata ca ra pemungutan Retribusi Pengen alian 

Menara Telekomu n ikasi (Berita Daerah K b paten 

Tasikmalaya Tah n 2013 Nomor 52), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalay 0 or 109 
Tahun 2022 tentang Perubahan a tas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 20 3 ten ang tata Cara 

e ungutan Retribus · Pengen dalian Menara Tele 0 unikasi 

Daerah Kabupa t n Tasikmalaya Tahun 2 22 Nomor 

1 9); 

MEMUTUSKAN: 

PERA U BUPA I TE ANG PER A K I A ATAS 

PERA URAN BUPA I TAS KM LAYA NOMOR 39 TA UN 2017 

ENT ATA C PEMBE D FAATAN 

INSENTIF PEMUNGUTAN P J AK DAERAH DAN ETRIBUSI 

DAERAH . 

PasalI 

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bu pati Tasikmalaya No or 39 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Pem erian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi (Berita Da rah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 

39) yang telah beberapa kali diubah engan Peraturan Bupati: 
a. Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 31); 
b. Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 65) ; 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal8 

(1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokan 
berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 
anggaran sebelumnya, dengan ketentuan paling tinggi 6 (enarn) kali gaji 
pokok dan tunjangan yang melekat. 

(2) Besarnya Pemberian Insentif Pajak Daerah untuk jenis Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pa·ak Hiburan, Pajak Rek arne, Pajak Pener gan Jalan, Pajak 
Mineral B kan Logam dan Ba uan, Pajak Pa rkir, d P ·ak Air Tanah 
sebagaimana dimak ud dalam Pa sal 7 ayat (1) ditetapkan ebagai rikut: 
a. u pa· sebesar 6,04% (enam koma nol empa t perseratus); 

akil Bupati sebesar 4,61 % (em pat koma enam puluh satu perser tus ; 

ekretaris aerah se sar 3 ,94% (tiga koma sembilan puluh e pat 
p rseratus); dan 

d. P ·aba t dan pegawai SKPD P laksana Pemungut Pajak sebes 85,41% 
(d lapan puluh lima koma empat puluh satu perseratus). 

(3) Be ya Pemberian In entif Pajak Daerah untuk jenis Pajak u i dan 
Ba gun an sebagairnana dimaksu dalam Pasal 7 ayat (1) di ta an sebagai 

berikut: 

a. u pa· seb ar 5 ,71% (lima ko a tujuh puluh satu perseratu ); 
b. Wakil Bupati besar 4 , 6% (empat koma tiga puluh enam ers ra lS); 

c. e etaris Daerah sebesar 3,72% (tiga koma tujuh puluh dua pe eratus); 

an 
d . ejabat dan pegaw . SKPD Pelaksana Pem ungut P jak seb sar 81 ,21% 

(delapan puluh sat kom d a puluh satu perseratus). 

e. Pemu gut P jak Bu m i dan Bangunan pa tingkat D sa yang 
d i tuga <>kan ole S PD In . Pela ksana Pem ngut Pajak Daerah 
sebesar 5% (lima p rseratus). 

(4) Besarny Pem erian Insen tif Pajak Daerah untuk jen is aja Bea Perolehan 
Hak atas ana h da Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(1) ditetapkan sebagai berikut: 

a. Bupati sebesar 6,01 Yo (en koma nol satu persera tus); 

b . Wakil Bupati sebesar 4 ,59% (empat koma lima puluh sembilan perseratus); 
c . Sekretaris Daerah sebesar 3,9 1% (tiga koma sembilan puluh satu 

perseratus); dan 

d. Pejaba t dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Pajak sebesar 85,49% 
(delapan puluh lima koma empat puluh sembilan perseratus). 

(5) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi 
Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 
a. Bupati sebesar 8,51 % (delapan koma lima puluh satu perseratus); 
b . Wakil Bupati sebesar 6,69% (en am koma enam puluh sembilan perseratus); 
c. Sekretaris Daerah sebesar 6,43% (enam koma empat puluh tiga 

perseratus); dan 
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d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 78,37% 
(tujuh puluh delapan koma tiga puluh tujuh perseratus) . 

(6) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi 
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 
a. Bupati sebesar 10,67% (sepuluh koma enam puluh tujuh perseratus); 

b. Wakil Bupati sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima perseratus); 
c. Sekretaris ae ebe ar 8,82% (delapan koma delapan puluh dua 

perseratu ); dan 
d. Peja a t dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retrib si sebesar 71,26% 

( duh puluh satu kom a dua puluh enam perseratus). 

(7) esarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Re ·busi 
e ayanan Pasar sebag~ · ana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diteta kan 

sebagai berikut: 

a. B ati sebesar 7,34% (tujuh kom a tiga puluh empat perseratus); 
b. W . Bupati sebesar 6,19% (enam koma sembilan belas pe eratu); 
c. ekretaris Daerah sebesar 5 ,95% (lima koma sembilan puluh lima 

er era s); an 
d. ejaba an p g wai SKPD P aksana Pemu ngut Retribusi esar 80,52% 

(dela an puluh ko uluh dua perseratus). 

(8) Besarnya Pembe·an se tif Re tribusi Daerah ntuk ·enis Retribusi 
Pen guj" an Kendaraan Bermotor sebagairnana dimaks d dalam Pa 7 ayat 
(1) itetapkan sebagai erikut: 

a. u pati sebesar 8,66 % (delapan koma enam puluh enam rseratus); 
b. akil B pati s besar 7,50% (tujuh ko a lima puluh per eratus ; 
c . S kre ·s Daerah s besar 7 , 15% (tujuh koma lima belas persera s) ; dan 
d. Pej a b t dan pegawai SKPD Pelaksana emun gut Retribu i sebe ar 76,69% 

(tuju h puluh e am kom a enam puluh mbilan perseratus). 

(9) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah u n tuk je is Retribusi 

Pemeriksaan Alat Pem adam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 ayat (1) dite pkan sebagai berikut: 

a. Bupati sebesar 7 ,23% tujuh belas koma dua puluh tiga perseratus); 
b. Wakil Bupati sebesar 5 ,96% (lima belas koma sembilan puluh enam 

perseratus) ; 
c. Sekretaris Daerah sebesar 14,37% (empat belas koma tiga puluh tujuh 

perseratus); dan 
d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 52,44% 

(lima puluh dua koma empat puluh empat perseratus). 

(10) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah tanah dan bangunan kecuali pemakaian tanah 
dan bangunan pasar hewan dan pemakaian tanah dan bangunan pasar ikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 

a . Bupati sebesar 11,68% (sebelas koma enam puluh delapan perseratus); 
b. Wakil Bupati sebesar 10,05% (sepuluh koma nollima perseratus); 
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c. Sekretaris Daerah sebesar 9,30% (sembilan koma tiga puluh perseratus); 
dan 

d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 68,97% 
(enam puluh delapan koma sembilan puluh tujuh perseratus). 

(11) Besamya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah tanah dan bangunan kecuali pemakaian 
tanah dan bangunan pasar hewan, pemakaian tanah dan bangunan pasar 
ikan bidang ke ar· . ataan ebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

ditetapkan se agai berikut: 
a. Bupati sebesar 14,00% (empat belas perseratus) ; 

b. Wakil Bupati sebesar 1 1,50% (sebelas koma lima puluh perseratu 

c . Sekretaris Daerah sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh r ratus); 

an 
jabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebes 64,00% 

(en am puluh empat perseratus). 

(12) Besamya Pemberian Insentif R tribusi Daerah unt k jenis Ret ribusi 
Per a kaian Kekayaan Daerah tanah dan bangunan untuk pemak ·an tanah 

d a bangunan pasar hewa n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 aya t (1) 

ditetapkan se agai erikut: 
a. Bu . s b sar ,98% (de apan belas koma sembilan p delapan 

perseratus) ; 
b. Wakil Bupati sebesar 15,85% (lima belas koma delapan p uh lima 

e eratus); 

c . ekretaris Daerah sebesar 15,08% (lima belas koma n ol delapan 

perse s) ; dan 
d. Pej a bat da n pegawai SKPD Pela k ana Pemungut Ret ·bu · ebesar 50,09% 

(lima pul koma nol se bilan perseratu . 

(13) Besamya Pemb rian I sentif Retribus· Daerah n tuk jen is Retribusi 
Pemak ian Ke ayaan Daerah alat berat b ·dang pek rjaan umum kecuali 

alat laboratoriu m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1) ditetapkan 

sebagai berikut: 
a . Bupati sebe ar 7 ,80% (tujuh kom a delapan puluh perseratus); 
b. Wakil Bupati seb ar 6,7 1 % (enam koma tujuh puluh satu perseratus); 
c. Sekretaris Daerah sebesar 6, 1% (enam koma dua puluh satu perseratus); 

dan 
d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 79,28% 

(tujuh puluh sembilan koma dua puluh delapan perseratus). 

(14) Besamya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah alat berat bidang pekerjaan umum khusus 
alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan 
sebagai berikut: 
a. Bupati sebesar 12,03% (dua belas koma nol tiga perseratus); 

b. Wakil Bupati sebesar 10,35% (sepuluh koma tiga puluh lima perseratus); 
c. Sekretaris Daerah sebesar 9,58% (sembilan koma lima puluh delapan 

perseratus); dan 
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d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 68,04% 
(enam puluh delapan koma nol empat perseratus). 

(15) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah penggunaan peralatan pemeriksaan 

hewan/ ikan dan inseminasi buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 

a. Bupati sebesar 18,98% (delapan belas koma sembilan puluh delapan 
perseratus) ; 

b . Wakil B pati sebesar 15,85% (lima belas koma delapan puluh lima 
perseratus) ; 

c. Sekretaris Daerah sebesar 15 ,0 8% (lima bel a s koma n delapan 
per eratus); dan 

ejabat dan p a . SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 50 , 9% 
a puluh koma nol sembi! perseratus). 

(16) ya Pernberian Insentif Retribusi Dae ah u ntuk jenis e ibusi 
Pe aian Kekayaan Daerah tanah dan bangunan untuk Pemakaian Tanah 

dan Pasar I an, Retribu si Tempat Pelelangan Ikan, Retribusi 
si Usaha Daerah ari Penju alan Ben ih Ikan se rumana 

Pasal 7 ayat (1) dit tapkan sebagai berikut: 
a. u . ati sebesar 7,1 Yo ( duh koma dua belas perse atus); 
b. Wakil B . sebesar ,8 % (lima koma delapan pul ga r ra s); 
c . Se etaris Daerah se sar 4,98% (empat koma sembilan puluh delapan 

. erseratus); dan 
d. ejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebe 82,07% 

(delapan pu1 a n 1 tu'uh perseratus) . 

(17) Besarn a Pemberian nsen tif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi 
Pern aian Kekay an Daerah alat-ala la ' an keIja dan Retrib si Pelayanan 
dan K tenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 7 aya t ( ) ditetapkan 
sebagai erikut: 

a. Bupati sebesar 5,09% (lima kom a nol sembilan persera tus); 

b. Wakil Bu ati sebesar 4,03% (empat koma nol tiga persera tus); 
c. Sekretaris aerah sebesar 3 ,8 7% (tiga koma de apan pulu h tujuh 

perseratus); dan 
d. Peja bat d an pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 8 7,0 1% 

(delapan pu1uh tujuh koma nol satu perseratus). 

(18) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Terminal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 
a . Bupati sebesar 7 ,14% (tujuh koma empat belas perseratus); 
b. Wakil Bupati sebesar 6,19% (enarn koma sernbilan belas perseratus); 
c. Sekretaris Daerah sebesar 5,90% (lima koma sembilan puluh perseratus); 

dan 
d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 80,77% 

(delapan pu1uh koma tujuh pu1uh tujuh perseratus). 
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(19) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah un tuk jenis Retribusi Tern pat 

Penginapan/Pesanggarahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) ditetapkan sebagai berikut: 

a. Bupati sebesar 15 ,00% (lima belas perseratus)~ 

b. Wakil Bupati sebesar 12,00% (dua belas perseratus); 

c. Sekretaris Daerah sebesar 11 ,50% (sebelas koma lima puluh perseratus); 
dan 

d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 61,50% 
(enam pul satu koma lima puluh perseratus). 

(20) Besarnya Pe berian In entif Retribusi Daerah untuk jenis etribusi Rumah 

Poton g ewan sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 7 ayat (1) itetapkan 
e a g . berikut: 

a . upati sebesar 8 ,98% (dela an belas koma sembilan puluh ela an 
perseratus); 

b. Wakil Bupati sebesar 15,8 5% (lima elas koma delapan p lu h lima 

pe eratus); 

c. Daerah sebesar 15,0 8% (lima belas koma 1 elapan 
rseratus); dan 

d . Pej t dan egawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi seb sar 50,09% 
(lima uh ko nol sembilan er eratus) . 

(21) Bes 

Re 

dite 

ya Pe berian n etri usi Daerah un tuk j n ' s R 

easi dan ahraga sebagaimana dimaks d dalam Pasal 

pkan seb gai be' t: 

a. u pati sebe ar 6,00% (en am perseratus); 

b. al . Bupati ar 4 ,50% em pat kom lima pu luh perseratus); 

s i Tempat 

7 ayat (1) 

c. S kretari Daerah besar 3 ,80% tig koma delapan pu luh perseratus); 

dan 

d. Pejaba t dan p egawai SKPD Pelak ana Pem n gut Retribusi eb sar 85,70% 

(del an puluh lima ko a tujuh puluh pers ratus). 

(22) Besarnya Pemberian Insen tif etribusi Daerah untuk Je IS Retribusi 
Penjualan P oduksi U aha Daerah dari Penjualan Bib it Te ak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 aya t (1 ) ditetapkan sebagai berikut : 
a. Bupati sebesar 1 ,98% (delapan belas koma sembilan puluh delapan 

perseratus) ; 

b. Wakil Bupati sebesar 15,85% (lima belas koma delapan puluh lima 

perseratus); 

c. Sekretaris Daerah sebesar 15,08% (lima belas koma nol delapan perseratus); 

dan 

d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 50,09% 
(lima puluh koma nol sembilan perseratus). 

(23) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi 

Penjualan Produksi Usaha Daerah dar i Penjualan Benih Hortikultura, 

Penjualan Benih Palawija dan Penjualan Bibit Perhutanan dan Perkebunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 
a. Bupati sebesar 16,04% (enam belas koma n01 empat perseratus); 
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b. Wakil Bupati sebesar 13,39% (tiga belas koma tiga puluh sembilan 
perseratus) ; 

c. Sekretaris Daerah sebesar 12,74% (dua belas koma tujuh puluh empat 

perseratus); dan 

d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 57,83% 

(lima puluh tujuh koma delapan puluh tiga perseratus). 

(24) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Ijin 
Mendirikan B nan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
clitetapkan se agai berikut: 
a. Bupa' sebesar 7,02% (tujuh koma nol dua perseratus); 
b. W upati sebesar 5,86% (lima koma delapan puluh enam per ratus); 
c . ekretaris Daerah sebesar 5 ,59% (lima koma lima pul mbilan 

perseratus); dan 
jabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 1,53% 

(delapan puluh satu koma lima puluh tiga perseratus). 

(25) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retri u i Ijin 
Traye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) cliteta kan ebagai 
berikut : 
a. Bu pati sebesar 10,99% (sepuluh koma sembilan p s mbilan 

per e atu ; 
b . . B pati se e ar 9,5 Yo ( embilan koma lima pu uh tiga rsera s); 
c. "'ekr taris Daerah besar 9 ,08% (sembilan koma nol delapan er seratus); 

an 
d. Pej a bat dan egawai SKPD Pelaksana Pemu gut Retri usi se es 70,40% 

( juh puluh koma e pat puluh rseratus). 

(26) Besarnya em be 'an Insentif Retribu i Daerah untuk jeni etribusi 

Pela anan "'eraJTera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) 

diteta k se agai berikut: 

a. Bupati sebesar 7,34% (tujuh koma tiga pul empat erseratus); 

b. Wakil Bupati e esar 6, 19% (enam koma sem bilan el s per era tus); 
c. Sekretaris Daerah sebesar 5 ,9 % (lima koma em bilan puluh lima 

perseratus ; dan 
d. Pejabat dan p gawai SK Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 80,52% 

(delapan puluh koma lima puluh dua perseratus). 

(27) Besarnya Pemberian Insentif Retrib i Daerah untuk jenis Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 
a. Bupati sebesar 8 ,51 % (delapan koma lima puluh satu perseratus) ; 

b. Wakil Bupati sebesar 6,69% (enam koma enam puluh sembilan perseratus); 

c. Sekretaris Daerah sebesar 6,43% (enam koma empat puluh tiga 

perseratus); dan 
d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 78,37% 

(tujuh puluh delapan koma tiga puluh tujuh perseratus). 
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(28) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan 

sebagairnana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) terdapat sisa lebih, 
harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundan ka n di Sin 
Pada tanggal, 30 D 

Ditetapkan d i Singaparna 
30 Desember 2022 
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